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Abstract: in the article election of head of lcal governments that will 
be held all at once will be discussed from the perspective of 
maqâshid al-syarî’ah (the ultimate goals of Islamic law). The legal basis 
of the election is the Law NO. 8/2015 on the amendment of Law 
No. 1/2014 on the effectiveness of Government Regulation in Lieu 
of Law No. 1/2014 on the Election of Governors, District heads and 
Mayors. Based on the maqâshid al-syarî’ah, this all at once election 
relates to the preservation of community in realizing the five basic 
principle of Islamic law hifz al-dîn, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-‘ird, 
hifz al-mâl. Although this kind of election is unprecedented in Islamic 
history, its implementation in Indonesia complies with the ultimate 
goals of Islamic law to achieve the common good, justice, legal 
equality of rights and duties and accountability.  
Keywords: all at once local government election, maqâshid al-syarî’ah 
 
Abstrak:  Artikel ini membahas tentang pemilihan umum kepala 
daerah serentak perspektif maqâshid al-syarî’ah. Pemilihan umum 
kepala daerah serentak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang P erubahan atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang. Berdasarkan maqâshid al-syarî’ah pemilukada 
serentak berkaitan dengan hifz al-ummah untuk 
mempertanggungjawabkan lima hal: hifz al-dîn, hifz al-nafs, hifz al-aql, 
hifz al-‘ird, hifz al-mâl. Meskipun pemilukada secara langsung yang 
bersifat serentak belum ada dalam sejarah pemerintahan Islam, tetapi 
pelaksanaannya di Indonesia sesuai dengan tujuan syariat untuk 
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tegaknya keadilan, persamaan hak dan kewajiban dalam hukum dan 
saling kontrol di dalam masyarakat.  




Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah 
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak 
berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara 
langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah. Pemilukada pertama kali diselenggarakan pada 
bulan Juni 2005.1 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta 
pemilukada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai 
politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa 
peserta pemilukada juga dapat berasal dari pasangan calon 
perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-
undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah 
Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta 
Pemilukada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 
Khusus di Aceh, peserta Pemilukada juga dapat diusulkan oleh 
partai politik lokal. 
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pemilukada 
dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama 
pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau 
disingkat pemilukada. 
Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai 
penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 
                                                        
1 “Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia” dalam 
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia, diakses pada 4 Maret 2015. 
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Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan 
adalah pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. 
Kemudian di tahun 2014, DPR mengajukan Pemilukada 
dipilih oleh DPRD, sehingga pada sidang paripurna DPR RI pada 
tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa pemilihan kepala 
daerah dikembalikan secara tidak langsung, atau kembali dipilih 
oleh DPRD. Komisi II DPR RI dan Pemerintah menyepakati 
pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak dilakukan 
dalam beberapa gelombang mulai Desember 2015. 
Keputusan DPR RI tersebut menimbulkan pro dan kontra, 
sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan dua 
peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait 
pemilihan kepala daerah: Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk mencabut 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur bahwa kepala 
daerah dipilih oleh DPRD dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah.2 Kedua Perppu tersebut telah 
disahkan DPR, sehingga pemilukada akan dilaksanakan langsung 
oleh rakyat secara serentak. 
Dalam hukum Islam, perubahan yang terjadi tentang 
pemilukada di Indonesia tidak lepas dari adanya unsur 
kemaslahatan yang berbeda dalam setiap pelaksanaannya, 
sehingga diperlukan pembaruan hukum beberapa kali. Hal 
tersebut berkaitan erat dengan maqâshid al-syarî’ah. Berdasarkan 
hal tersebut menarik untuk membahas tentang Pemilihan Umum 




                                                        
2 
http://nasional.kompas.com/read/2014/10/02/21435921/Batalkan.Pilkada.Tak.Langsung.Presid
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Sejarah Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia 
Dalam paham kedaulatan rakyat (democrazy), rakyatlah yang 
dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi 
dalam suatu negara.3 Rakyatlah yang menentukan corak dan cara 
pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan 
tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. 
Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau 
demokrasi biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan atau 
demokrasi tidak langsung. Di dalam praktik, yang menjalankan 
kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di 
lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Agar wakil-
wakil rakyat dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat 
itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan 
umum. Dengan demikian, pemilihan umum itu tidak lain 
merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil 
rakyat secara demokratis. Oleh karena itu, bagi negara-negara 
yang menyebut diri sebagai negara demokrasi, pemilihan umum 
merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala 
dalam waktu-waktu tertentu.4  
Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah 
yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut 
gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota 
disebut walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil 
kepala daerah. Wakil kepala daerah untuk provinsi disebut wakil 
gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk 
walikota disebut wakil walikota. Kepala daerah dan wakil kepala 
daerah sebagaimana dimaksud, dipilih dalam satu pasangan 
daerah secara langsung oleh daerah di daerah yang bersangkutan.5 
Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) 
dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif 
                                                        
3 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 
414. 
4 Ibid. 
5 C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2008), 133. 
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setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah 
dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala 
daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup: 
a. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi 
b. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten 
c. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota 
Dalam sejarah sistem perekrutan ataupun pemilihan kepada 
daerah sejak Indonesia merdeka, pemerintah sudah mengeluarkan 
cukup banyak peraturan yang mengatur tentang pemilihan kepala 
daerah. Dari semua aturan yang telah dibuat tersebut dapat 
dikelompokkan sesuai periode dan sistem penyelenggaraan 
pemilihannya. Periode dan sistem pemilihan tersebut dapat 
dibedakan atas tiga bagian: 
a. Periode penunjukan oleh presiden atas pengusulan beberapa 
calon oleh DPRD provinsi, sedangkan bupati ditunjuk oleh 
menteri dalam negeri melalui beberapa calon oleh DPRD 
kabupaten/kota. 
b. Pemilihan gubernur/bupati/walikota melalui pemilihan di 
DPRD provinsi kabupaten/kota. 
c. Pemilihan gubernur/bupati/walikota secara langsung.6 
Pada masa demokrasi liberal (1945-1959), pengangkatan 
kepala daerah dilakukan oleh pusat atau pemda yang lebih tinggi, 
tetapi UU No. 22 Tahun 1948 DPRD diberi peranan untuk 
mencalonkannya dan mengusulkan pemberhentiannya.7 
Pada masa demokrasi terpimpin (1959-1966), lahir Penpres 
No. 6 Tahun 1959. Berdasarkan Penpres tersebut, kepala daerah 
merupakan unsur pemerintah daerah yang mandiri disamping 
DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Badan 
Pemerintah Harian (BPH). Kedudukannya sebagai alat daerah 
yang berdiri sendiri, kepala daerah tidak bertanggungjawab 
kepada, dan tidak diberhentikan oleh DPRD. Penpres No. 6 Tahun 
                                                        
6 Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari, Pilkada Penuh Euforia, Miskin Makna, (Jakarta: Bestari, 
2015),  27. 
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1959 memberi jalan bagi semakin ketatnya pengendalian pusat 
terhadap daerah. Kepala daerah diangkat oleh pusat, tanpa harus 
terikat pada calon-calon yang diajukan oleh DPRD. Artinya jika 
dari calon-calon yang diajukan DPRD tidak ada yang dapat 
diterima maka pusat akan mengangkat orang lain di luar calon-
calon yang disampaikan oleh DPRD. Kepala daerah sebagai alat 
pusat melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan di 
daerah dan dalam kedudukannya seperti itu, kepala daerah dapat 
menangguhkan keputusan DPRD.8 
Penpres No. 6 Tahun 1959 didasarkan pada pemusatan 
kekuasaan di tangan pusat, menggeser prinsip UU No. 1 Tahun 
1957 yang memberi bobot jauh lebih besar kepada daerah. Pada 
tanggal 1 September 1965 pemerintah mengundangkan UU No. 18 
Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang 
merupakan pengganti Penpres No. 6 Tahun 1959. UU No. 18 
Tahun 1965 ini tidak menghilangkan watak sentralistik yang 
melekat pada Penpres No. 6 Tahun 1959, bahkan dapat dikatakan 
hampir seluruh muatan UU No. 18 Tahun 1965 hanya penerus 
Penpres No. 6 Tahun 1959. UU No. 18 Tahun 1965 tetap 
menempatkan kepala daerah sebagai alat pusat yang tata cara 
pengangkatannya tetap seperti yang diatur dalam Penpres No. 6 
Tahun 1959.9  
Pada masa orde baru (1966-1998), pada tahun 1974 
pemerintah mengundangkan UU baru tentang pemda, yakni UU 
No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. 
Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan atas dasar 
desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas pembantuan. Otonomi 
seluas-luasnya tidak lagi dipergunakan karena cenderung 
menimbulkan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan 
negara. Otonomi berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974 tidak semata-
mata diartikan “hak” melainkan lebih diartikan sebagai 
                                                        
8 Ibid., 325. 
9 Ibid. 
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“kewajiban” daerah untuk ikut melancarkan jalannya 
pembangunan. 
Tingkatan Daerah menurut UU No. 5 Tahun 1974 hanya ada 
dua, yaitu Dati I dan Dati II, tetapi sesuai dengan penjelasan Pasal 
3 (2), tingkatan ini dapat dikembangkan jumlahnya, jika 
perkembangan keadaaan menghendaki. Menurut Pasal 11 titik 
berat otonomi daerah terletak di Daerah Tingkat II dengan alasan 
karena Dati II lebih langsung berhubungan dengan masyarakat. 
Menurut Pasal 13 kepala daerah dan DPRD dapat 
melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil kepala daerah yang 
diangkat dari pegawai negeri yang memenuhi syarat tertentu. 
Tetapi pengisian jabatan wakil kepala daerah ini dilakukan 
menurut kebutuhan. Di samping pemerintah daerah terdapat juga 
Badan Pertimbangan Daerah yang sepenuhnya berfungsi sebagai 
bahan pertimbangan dan tidak mencampuri secara langsung 
pelaksanaan pemerintahan di daerah. 
Kepala daerah diangkat oleh Presiden untuk Dati I dan oleh 
menteri dalam negeri untuk Dati II dari minimal dua calon yang 
dipilih oleh DPRD. Dalam menentuan salah seorang calon-calon 
tersebut, presiden dan menteri dalam negeri tidak terikat pada 
peringkat suara dukungan di DPRD masing-masing. Arinya yang 
mendapat suara terbanyak tidak harus diangkat, sebab pada tahap 
akhir penetapannya merupakan hak prerogative presiden (yang 
untuk kepala daerah tingkat II dilakukan oleh menteri dalam 
negeri). 
Hak prerogatif presiden untuk mengangkat kepala daerah 
berkaitan dengan kedudukannya yang selain sebagai alat daerah 
otonom juga merupakan alat pusat daerah. Sebagai alat pusat 
daerah, kepala daerah merupakan penguasa tunggal di bidang 
pemerintahan di wilayahnya masing-masing, dalam arti pemimpin 
pemerintahan mengoordinasikan pembangunan dan membina 
kehidupan masyarakat di segala bidang. Dengan demikian, UU 
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yang berarti mengembangkan sistem yang dianut oleh Penpres 
No. 6 Tahun 1959 maupun UU No. 18 Tahun 1965.10 
Pada tahun 1999, sejarah ketatanegaraan Indonesia telah 
memasuki babak baru dalam pelaksanaan otonomi daerah di 
bawah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(UUPD) dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pusat dan Daerah (UUPKPD). Melalui kedua UU 
tersebut, daerah diberi kesempatan yang luas untuk mengatur 
daerahnya dengan ditopang pendanaan yang lebih memadai.11 
Melalui UUPD beberapa terobosan baru dimunculkan. 
Pertama, tidak lagi menyebut DPRD sebagai bagian dari 
pemerintahan daerah, tetapi menempatkan DPRD sebagai badan 
legislatif daerah. Kedua, pemilihan kepala daerah tidak lagi 
menjadi kewenangan pusat, tetapi DPRD diberi kewenangan 
untuk memilih kepala daerah yang sesuai dengan aspirasi 
masyarakat di daerah, pemerintah pusat tinggal mengesahkannya. 
Ketiga, DPRD berwenang untuk meminta pertanggungjwaban 
kepala daerah. Keempat, DPRD dapat mengusulkan pemecatan 
kepala daerah kepada presiden apabila terbukti telah melakukan 
penyimpangan dalam tugas dan kewenangannya sebagai kepala 
daerah. Kelima, dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi 
dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten, dan 
daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dan masing-masing daerah 
tersebut berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirrki 
satu sama lain.12 
Pada tahun 2004 lahir UU No. 32Tahun 2004. Perbedaan 
substansial UU No. 32 Tahun 2004 dengan undang-undang 
sebelumnya adalah kedudukan kepala daerah yang proses 
pemilihannya dilakukan secara demokratis. Dasar konstitusional, 
                                                        
10 Ibid., 330. 
11 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 358. 
12 Ibid., 361.  
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pemilihan tersebut merujuk pada hasil perubahan kedua UUD 
1945 pada pasal 18 ayat (4) menyatakan “gubernur, bupati, 
walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, 
kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.13 
Undang-undang memandang bahwa pemilihan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis dapat 
dilakukan melalui dua cara; pertama, pemilihan oleh DPRD, kedua, 
pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pasal 62 Undang-undang 
No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, 
DPD, dan DPRD tidak mencantumkan tugas dan wewenang 
DPRD untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. 
Dengan demikian, makna pemilihan kepala daerah secara 
demokratis sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar 
negara republik Indonesia tahun 1945 adalah pemilihan secara 
langsung oleh rakyat.14 
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara 
langsung pada dasarnya merupakan suatu proses politik bangsa 
menuju kehidupan yang lebih demokratis (kedaulatan rakyat), 
transparan, dan bertanggungjawab. Selain itu, pemilihan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tersebut 
menandakan adanya perubahan dalam demokratisasi lokal, yakni 
tidak sekedar distribusi kekuasaan antar tingkat pemerintahan 
secara vertikal. 
Kenyataan ini dapat dipahami, sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan 
Kepala Daerah “Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 
selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan 
kedaulatan rakyat di wilayah provinsi/kabupaten/kota 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. 
Sinyalemen pemilihan kepala daerah ditinjau dari sudut 
pandang ketatanegaraan dan pemerintah akan membuahkan suatu 
                                                        
13 Titik Triwulan Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, 
(Surabaya: Cerdas Pustaka, 2008), 312. 
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kondisi: Pertama, pemilihan kepala daerah akan menghasilkan 
pemerintahan daerah yang mempunyai legitimasi langsung dari 
masyarakat, dimana pemda mempunyai pertanggungjawaban 
public dan akuntabilitas yang tidak akan semena-mena 
menyeleweng; kedua, iklim menumbuhkan kondisi daerah 
menemui momentumnya. Dalam arti bahwa peran kepala daerah 
yang didukung penuh akan mampu membawa katalisator 
konstruktif bagi kemajuan masyarakat; ketiga, demokratisasi lokal, 
yaitu masa depan kehidupan masyarakat di daerah menjadi cerah 
akibat terbukanya ruang publik melalui proaktif masyarakat.15  
Peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala 
daerah yang paling terakhir adalah undang-undang nomor 8 
tahun 2015 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara 
serentak. 16 
Aturan yang pertama kali mengatur tentang pemilihan kepala 
daerah secara langsung adalah UU nomor 32 tahun 2004 tentang 
pemerintahan daerah. Dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 
2004 ini maka sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia 
mengalami perubahan, yang dahulunya kepala daerah dipilih oleh 
DPRD tetapi dengan lahirnya undang-undang tersebut kepala 
daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat.17 
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung sempat 
hampir dikembalikan kepada pemilihan melalui DPRD. Pada 
Kamis, 25 September 2014, DPR melaksanakan sidang paripurna 
pembahasan tentang pengesahan RUU pilkada. Sidang yang 
berlangsung alot tersebut dipimpin oleh Priyo Budi Santoso, wakil 
ketua DPR dari partai Golkar. Akhirnya pada Jumat dini hari 
ditandai dengan ketuk palu pimpinan sidang, DPR memutuskan 
untuk kembali kepada pemilihan melalui DPRD dengan 
ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota. Bab II Pasal 3 ayat (1) dan ayat 
                                                        
15 Ibid., 317. 
16 Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari, Pilkada Penuh Euforia, Miskin Makna, 29. 
17 Ibid., 29. 
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(20) ayat (1) menyebutkan gubernur dipilih oleh anggota DPRD 
provinsi secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, dan 
adil. Ayat (2) menyebutkan bupati/walikota dipilih oleh anggota 
DPRD kabupaten/kota secara demokratis berdasarkan asas bebas, 
terbuka, dan adil.18   
Pada saat pembahasan dan penetapan UU tersebut, terjadi 
tarik ulur yang sangat kuat antara dua kubu koalisis di DPR, yakni 
Koalisi Indonesia Hebat (KIH) versus Koalisi Merah Putih (KMP). 
KIH digawangi oleh PDIP, PKB, Partai Nasdem, Hanura 
sedangkan KMP digawangi ini oleh Gerindra, Golkar, PKS, PAN, 
dan Demokrat. Sedagkan PPP terpecah dua, sebagian besar ke 
KMP dan sebagian lagi ke KIH. 
Penetapan undang-undang nomor 22 Tahun 2014 ini 
mendapatkan penentangan yang luar biasa dari hampir semua 
komponen bangsa. Oleh karena itu, sebelum undang-undang 
tersebut dilaksanakan, presiden Susilo Bambang Yudoyono 
mengambil kebijakan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah 
pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 tahun 2015 yang 
semangatnya adalah mengembalikan pemilihan kepala daerah 
secara langsung. PERPPU ini disampaikan kepada DPR untuk 
menggantikan Undang-undang nomor 22 tahun 2014 yang 
mengatur tentang pemilihan kepala daerah melalui DPRD. 
Dengan lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang 
penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota menjadi undang-undang, maka undang-undang ini 
mengembalikan pemilihan kepala daerah dipilih secara 
langsung.19 
Kemudian untuk penyempurnaan, maka undang-undang ini 
direvisi kembali dan diubah menjadi undang-undang nomor 8 
tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 
2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-
                                                        
18 Ibid., 33.  






Vol. 6. No. 2. Oktober 2016 380 
undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, 
dan walikota menjadi undang-undang. 
 
Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 
Pemilihan umum kepala daerah merupakan salah satu 
instrumen untuk memenuhi desentralisasi politik dimana 
dimungkinkan terjadinya transfer lokus kekuasaan dari pusat ke 
daerah. Pemilihan kepala daerah sebagaimana pemilu nasional 
merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan 
secara damai dan teratur. Melalui pemilihan kepala daerah, rakyat 
secara langsung akan memilih pemimpinnya di daerah sekaligus 
memberikan legitimasi kepada siapa yang berhak dan mampu 
untuk memerintah. Melalui pemilihan kepala daerah perwujudan 
kedaulatan rakyat dapat ditegakkan. Pemilihan kepala daerah 
dengan kata lain merupakan seperangkat aturan atau metode bagi 
warga negara untuk menentukan masa depan pemerintahan yang 
absah. 
Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kepala 
pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan 
secara demokratis yang dimaksud adalah pemilihan yang 
dilakukan oleh rakyat secara langsung yang persyaratan dan tata 
caranya di dalam peraturan perundang-undangan.20 
Pemilukada serentak diatur dalam undang-undang nomor 8 
tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 
2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-
undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, 
dan walikota menjadi undang-undang. 
Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Pasal 201 diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 201 
                                                        
20 Sri Warjiyati, “Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah”, Jurnal al-Daulah, 
Volume 04, Nomor 01, April 2014, 113. 
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(1) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 
Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 
dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 
dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan 
Desember tahun 2015.  
(2) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 
Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli 
sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa 
jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 
dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017.  
(3) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 
Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 
dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama 
padabulan Juni tahun 2018.  
(4) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil 
pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada tahun 2020.  
(5) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil 
pemilihan tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022.  
(6) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikkota hasil 
pemilihan tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2023.  
(7) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 
Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang 
sama pada tahun 2027.  
(8) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat 
penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi 
madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Untuk mengisi 
kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat 
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sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemilihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), 
dan ayat (5) diatur dengan Peraturan KPU.21 
Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemiliha Umum (KPU) 
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia 
Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu 
Kabupaten/Kota. Khusus di Aceh, Pilkada diselenggarakan 
oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi 
oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh).  
Pelaksanaan pemilukada secara serentak akan dilakukan 
dalam tujuh gelombang hingga dicapai pemilukada serentak 
secara nasional pada tahun 2027. Pemilukada serentak untuk 
gelombang pertama akan dilakukan pada Desember 2015. 
Pemilukada serentak untuk gelombang kedua akan dilaksanakan 
pada Februari 2017. Pemilukada serentak gelombang ketiga akan 
dilaksanakan pada Juni 2018. Pemilukada serentak gelombang 
keempat akan dilaksanakan pada 2020. Pemilukada serentak 
gelombang kelima akan dilaksanakan pada 2022. Pemilukada 
serentak gelombang keenam akan dilaksanakan pada 2023. Setelah 
itu, dilakukan pemilukada serentak secara nasional pada 2027. 
Sehingga adanya kekosongan jabatan maka untuk mengisi 
kekosongan jabatan gubernur akan diangkat penjabat gubernur 
(Plt) dari jabatan pimpinan tinggi madya. Sedangkan untuk 
mengisi kekosongan jabatan bupati dan walikota akan diangkat plt 
dari jabatan pimpinan tinggi pratama. 
Tahapan Pemilukada secara langsung dibagi menjadi 2 (dua) 
tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap 
persiapan meliputi: 1. Pemberitahuan DPRD kepada KDH dan 
KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. 
2.  Dengan adanya pemberitahuan dimaksud KDH berkewajiban 
untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan 
                                                        
21 Undang-undang PEMILUKADA, (Kata Pena, 2015), 126-127. 
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daerah kepada pemerintah dan laporan keterangan 
pertanggungjawaban kepada DPRD. 3. KPUD dengan 
pemberitahuan dimaksud menetapkan rencana penyelenggaraan 
Pemilihan KDH dan WKDH yang meliputi penetapan tatacara dan 
jadwal tahapan pemilukada, membentuk Panitia Pemilihan 
Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan 
Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS) serta 
pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. 4.  DPRD membentuk 
Panitia pengawas Pemilihan yang unsurnya terdiri dari 
Kepolisian, Kejaksaan, perguruan Tinggi, Pers dan  Tokoh 
masyarakat. Tahap pelaksanaan meliputi penetapan daftar 
pemilih, pengumuman pendaftaran dan penetapan pasangan 
calon, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan 
suara, penetapan pasangan calon terpilih serta pengusulan 
pasangan calon terpilih. 
Berbagai analis menyatakan bahwa pilkada serentak memiliki 
manfaat, diantaranya: 
1. Efisiensi anggaran 
2. Efektivitas lembaga pemilihan umum 
3. Sarana menggerakkan kader partai politik secara luas dan 
gencar. 
4. Mencegah kutu loncat (gagal di satu wilayah, menyeberang ke 
wilayah lain) seperti Rieke Dyah Pitaloka (gagal di Jakarta dan 
Jawa Barat, jadi bakal calon di Depok) dan Andre 
Taulany (gagal di Tangerang Selatan, jadi bakal calon di Depok)  
5. Perencanaan pembangunan lebih sinergi antara pemerintah 
DATI II, DATI I, dan pemerintah pusat. 
 
Pengertian Maqâshid al-Syari’ah  
Secara bahasa, Maqâshid al-Syari’ah terdiri dari dua kata yaitu 
Maqâshid dan shari’ah. Terma Maqâshid berasal dari bahasa Arab 
yang merupakan bentuk jamak kata maqsad, yang bermakna 
maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Maqâshid 
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balik hukum itu. Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam. Maqâshid 
adalah pernyataan alternative untuk masalih atau kemaslahatan-
kemaslahatan.22 Adapun al-Syari’ah artinya jalan menuju sumber 
air, dapat pula dikataka sebagai jalan kea rah sumber pokok 
kehidupan. Berdasarkan hal tersebut maka Maqâshid al-qhari’ah 
adalah tujuan untuk kemaslahatan manusia.23 
Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam 
adalah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak, dengan 
jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau 
menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan 
kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah 
kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, 
individual dan sosial. Kemaslahatan ini tidak hanya untuk 
kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga untuk kehidupan yang 
kekal di akhirat kelak.24 
Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi, yakni: 
1. Segi pembuat hukum Islam yaitu Allah dan rasulNya.  
Menurut Juhaya S Praja dalam bukunya Filsafat Hukum Islam, 
tujuan hukum Islam dilihat dari segi Pembuat hukum ada tiga; 
pertama, hukum yang berupa keharusan melakukan suatu 
perbuatan atau tidak melakukannya; memilih antara melakukan 
perbuatan atau tidak melakukannya, dan hukum melakukan atau 
tidak melakukan perbuatan karena ada atau tidak adanya sesuatu 
yang mengharuskan keberadaan hukum tersebut.25 Kedua, hukum 
yang ditujukan agar pembuatan hukum dapat difahami oleh 
mukallaf.26 Ketiga, untuk menjadikan hukum Islam itu sebagai 
beban dan tanggungjawab hukum si mukallaf.27 
                                                        
22 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah, (Bandung: Mizan, 2015), 33. 
23 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 
2013), 105. 
24 Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 6. 
25 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 2002), 101. 
26 Al-Qur’an diturunkan dalam Bahasa Arab untuk dapat difahami. Oleh karena itu, untuk 
mendalami hukum Islam diperlukan kecakapan dan kemampuan memahami Bahasa Arab 
dengan segala seluk beluknya. Para filolog telah berhasil merumuskan kaidah-kaidah kebahasaan 
yang digunakan untuk memahami hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur’an. 
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2. Segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam 
itu. 
Dari segi pelaku hukum Islam, yakni manusia, tujuan hukum 
Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan 
sejahtera. Caranya seperti yang telah disinggung sebelumnya, 
dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak 
mudarat bagi kehidupan.28 Tujuan pokok disyariatkan hukum 
Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di 
akhirat. Kemaslahatan ini akan terwujud dengan cara 
terpeliharanya tiga macam kebutuhan manusia, yaitu yang bersifat 
dharûriyyât, hâjiyyât, dan tahsîniyyât. 
1. Kebutuhan Dharûriyyât 
Kebutuhan Dharûriyyât, yaitu segala hal yang menjadi sendi 
eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan 
mereka. Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap 
individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan 
individu yang bersifat materi dan moral. Islam menjaga kehidupan 
tiap individu; menjaga semua yang menjadi sandaran hidupnya 
(harta dan semua yang dimilikinya); yang paling dasar dan 
pertama adalah menjaga kehormatan, yaitu nasab, tempat tumbuh, 
serta silsilah keturunan kepada ayah (leluhur) dan keluarganya; 
adapun menjaga akal yang merupakan dasar pembebanan 
                                                                                                                  
Terkenallah dalam usul fikih ada yang disebut al-qawâ’id al-lugawiyyah yaitu kaidah-kaidah 
hukum yang didasarkan atas produk filolog Bahasa Arab yang kemudian menjadi bagian penting 
dari epistemology hukum Islam. Berdasarkan atas kaidah-kaidah kebahasaan inilah hukum-huku 
yang terkandung dalam al-Qur’an dan Sunnah dapat difahami dan digali. 
27 Oleh karena itu, tujuan hukum ialah mengarahkan mukallaf supaya tidak terjerumus ke dalam 
jurang hawa nafsu yang menyesatkan. Akal tidak mampu menjelaskan dan merumuskan tata 
cara berterima kasih kepada Allah yaitu dalam bentuk cara-cara beribadah murni. Untuk 
membantu akal tersebut Allah menurunkan hukum-hukumNya. Namun demikian, sesuai 
dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni demi kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan 
manusia, maka digariskanlah suatu kaidah. Kaidah itu menyatakan bahwa taklif atau 
tanggungjawab hukum itu tidak dibebankan kepada mukallaf kecuali apabila si mukallaf 
mempunyai kemampuan dan kelayakan untuk melaksanakan taklif tersebut. Demikian pula taklif 
itu tidak dibebankan kepada si mukallaf apabila taklif itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin 
dapat dilaksanakan oleh si mukallaf. Ibid, 105. 
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kewajiban dan tanggung jawab dalam Islam; juga menjaga agama 
dan hubungan individu tersebut denga Tuhannya. 
Mempelajari perlindungan yang diberikan Islam kepada jiwa 
dan kehormatan mengharuskan untuk mempelajari perlindungan 
Islam untuk harta dan keturunan. Mustahil bila manusia memiliki 
kehidupan manusiawi atau eksistensi kemanusiaan, kecuali 
dengan adanya perlindungan asasi ini. Semua agama yang ada 
telah mengakui, menghormati, dan mendasarkannya dengan 
menggunakan semua hal yang menjadikannya berkembang. Lalu 
perlindungan itu disebut sebagai al-kuliyyat al-khams atau al-
dharûriyyât al-khams (lima hal inti).29 Hal-hal yang tersimpul 
kepada lima sendi utama: agama,30 nyawa atau jiwa,31 akal,32 
keturunan,33 dan harta.34 Bila sendi itu tidak ada atau tidak 
terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, 
kemaslahatan tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat.  
                                                        
29 Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, Maqasid Syari’ah, (Jakarta: Amzah, 2013), xi. 
30 Untuk maksud memelihara agama, Allah swt dan rasulNya memerintahkan kaum muslim agar 
menegakkan syiar-syiar Islam, seperti salat, puasa, zakat, haji, jihad atau memerangi orang yang 
menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya. 
31 Untuk memelihara jiwa, Allah swt dan rasulNya menyuruh manusia untuk menjaga kesehatan, 
menyuruh manusia memakan makanan yang halal dan baik, dan melarang segala perbuatan 
yang akan merusak jiwa, seperti membunuh orang lain atau terhadap diri sendiri, dan 
disyariatkan hukum qisas bagi pelaku pembunuhan, tindak makar, dan lain sebagainya. 
32 Untuk memelihara akal, Allah swt dan rasulNya mewajibkan umat Islam untuk menuntut ilmu 
dan melarang meminum khamr dan semua perbuatan yang dapat merusak akal tersebut, 
seperti mengisap ganja, narkoba dan lain sebagainya. 
33 Untuk memelihara keturunan, Allah swt dan rasulNya menyuruh umat untuk menikah, dan 
melarang berbuat zina, serta menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku dan siapa saja yang 
menuduh orang lain berbuat zina yang tidak dapat membuktikan dengan bukti-bukti yang sah.  
34 Untuk memeliihara harta, Allah swt dan rasulNya menyuruh umat Islam bertebaran di muka 
bumi untuk mencari rezeki yang halal, melarang mencuri, dan menerapkan hukuman potong 
tangan bagi pencuri, dan melarang perbuatan yang menjurus kepada kerusakan harta, seperti 
berjudi, berlaku mubazir dan boros, perilaku konsumtif, hedonis, dan lain sebagainya. Manusia 
dituntut untuk melakukan sesuatu yang mengarah pada terpeliharanya jiwa seperti makan, 
minum, pemeliharaan kesehatan, dan lain sebagainya. Manusia juga disyariatkan agar melakukan 
perkawinan secara sah, memiliki dan mengembangkan hartanya berdasarkan cara-cara legal, 
seperti berdagang dan lain sebagainya. Manusia pun dituntut agar selalu menggunakan akalnya 
memikirkan diri dan ciptaan Tuhannya, menuntut ilmu yang bermanfaat, dan lain sebagainya. 
Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 50-51. 
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Pemelihara kelima sendi utama tersebut diurutkan 
berdasarkan skala prioritas. Artinya, sendi yang berada di urutan 
pertama (agama) lebih utama dari sendi kedua (jiwa), sendi kedua 
lebih utama dari sendi ketiga (akal), dan begitu seterusnya sampai 
sendi kelima. 
2. Kebutuhan Hâjiyyât 
Kebutuhan hâjiyyât adalah segala sesuatu yang sangat 
dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan 
menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek hâjiyyât ini 
tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi 
rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan 
kesukaran saja. 
Prinsip utama dalam aspek hâjiyyât ini adalah untuk 
menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan 
memudahkan urusan mereka. Untuk maksud ini, Islam 
menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang ibadah, 
35mu’amalat36 dan uqubat.37  
3. Kebutuhan Tahsîniyyât 
Kebutuhan tahsîniyyât adalah tindakan atau sifat-sifat yang 
pada prinsipnya berhubungan dengan al-makarim al-akhlaq (budi 
pekerti mulia), serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama 
dalam bidang ibadah, adat, dan muamalat. Artinya, seandainya 
                                                        
35 Dalam bidang ibadah, Islam memberikan rukhsah (dispensasi) dan keringanan bila seorang 
mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Misalnya, 
diperbolehkannya seseorang tidak berpuasa dalam bulan Ramadhan karena ia dalam bepergian 
atau sakit. Begitu pula bolehnya seseorang mengqashar shalat bila ia sedang dalam bepergian 
atau bertayammum sebagai ganti wudhu atau mandi junub ketika ketiadaan air bersih atau tida 
dapat menggunakan air. 
36 Dalam bidang muamalat, antara lain Islam membolehkan jual beli pesanan (istisna’) dan jual beli 
salam (jual beli yang barangnya tidak langsung diterima ketika pembayaran dilakukan, melainkan 
kemudiannya, sebab barang yang dibeli itu tidak berada di tempat ketika transaksi dilakukan). 
Begitu juga dibolehkannya seorang suami mentalak istrinya apabila rumah tangga mereka benar-
benar tidak mendapatkan ketentraman lagi. Diperkenankannya sistem bagi hasil antara petani 
yang tidak memiliki sawah lading dengan si pemilik sawah ladang adalah salah satu bentuk lain 
dari apa yang disebut al-umural-hajiyyat ini. 
37 Dalam uqubat Islam menetapkan kewajiban membayar denda (diyat) –bukan qisas- bagi orang 
yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, menawarkan hak pengampunan bagi orang 
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aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan 
terancam kacau dan berbahaya seperti kalau tidak terwujud aspek 
dharûriyyât dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak 
terpenuhinya aspek hâjiyyât. namun, ketiadaan aspek ini akan 
menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam 
pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, 
sopan santun, dan menurunkan martabat pribadi atau masyarakat. 
 
Analisis Maqâshid al-Syari’ah terhadap Pemilihan Umum 
Kepala Daerah secara Serentak 
Pemilu adalah dikembalikannya hak memilih kepada umat 
atau rakyat dalam pemilihan para wakilnya yang akan mewakili 
mereka untuk berbicara atas nama rakyat, menuntut hak-haknya 
dan memelanya dari hal-hal yang merugikan mereka. Di beberapa 
negara, walaupun mayoritas wakil rakyat tersebut mewakili 
kelompok atau partai, tetapi mereka memiliki otoritas untuk 
berkomunikasi dengan para penguasa dengan mengatasnamakan 
kelompok dan partai mereka atas nama umat.38 
Dalam fikih klasik terdapat pendapat: “Barangsiapa yang 
mendapatkan persetujuan dari kaum muslimin untuk menjadi 
khalifah atau pemimpin, maka ia diangkat menjadi imam atau 
pemimpin kaum muslimin”. Tentunya persetujuan umat terhadap 
seseorang akan terjadi setelah melalui proses pemilihan.39  
Pada masa Khulafa Rasyidun, pemilihan khalifah telah 
diadakan dengan sistem pemilihan umum. Abu Bakar dipilih dan 
dibaiat, Umar bin Khattab, walaupun mendapat instruksi dari Abu 
Bakar, dia menduduki kursi khilafah bukan karena instruksi 
beliau, karena pada dasarnya instruksi tersebut hanya sebatas 
pencalonan dari Abu Bakar, dan seorang khalifah berhak 
mencalonkan penggantinya. Adapun yang menetapkan dan 
memilihnya adalah umat. Seandainya pemilihan tersebut tidak 
                                                        
38 Abdul Karim Zaidan, Pemilu dan Parpol dalam Perspektif Syari’ah, (Bandung: Syamil Cipta Media, 
2003), 4. 
39 Ibid., 6. 
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dilakukan oleh umat itu sendiri, maka Umar tidak mungkin 
menduduki jabatan khalifah hanya dengan pencalonan dari Abu 
Bakar.40 
Demikian pula Usman bin Affan, beliau dipilih menjadi 
khalifah melalui proses musyawarah dan pemilihan dari umat. 
Pada waktu itu Umar memilih enam orang sahabat untuk 
menggantikannya, yaitu: Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, 
Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa’ad bin Abi 
Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf 
kemudian menyerahkan yang dipilih Usman bin Affan dan Ali bin 
Abi Thalib, ia berkata: “Berhari-hari saya tidak bisa tidur, saya 
bertanya kepada kaum muslimin, hingga saya pun menanyakan 
kaum wanita di rumah-rumah mereka, siapa yang akan mereka 
pilih? Akhirnya saya ketahui bahwa mereka menginginkan Usman 
bin Affan”. 
Jika penguasa dan pemerintah sebagai pelaksana urusan-
urusan  kenegaraan berasal dari rakyat dan dipilih oleh rakyat 
maka otoritas penegakan hukum ada di tangan rakyat. Hal ini 
merupakan peluang bagi kaum muslimin untuk melaksanakan 
hukum Islam dan merealisasikan tujuan syariat Islam. Karena itu, 
dalam pemilihan hendaknya rakyat memilih pemimpin yang 
sesuai dengan syariat Islam.41 
Di antara dasar diperbolehkannya pemilu adalah adanya al-
dharûriyyât al-khamsah (tujuan pokok syariat yang lima), yaitu hifdz 
al-dîn (menjaga akal), hifz al-‘aql (menjaga akal), hifz al-nafs 
(menjaga jiwa), hifdz al-‘ird (menjaga kehormatan), dan hifdz al-mâl 
(menjaga harta). Para ulama sepakat bahwa kewajiban menjaga 
prinsip-prinsip yang lima tadi mengharuskan adanya 
pemerintahan dan seorang pemimpin yang shalih demi 
terlaksananya kewajiban-kewajiban di atas.  
Pada masa sekarang, tidak ada jalan lain untuk memilih 
pemimpin yang baik dan shalih kecuali melalui pemilihan umum. 
                                                        
40 Ibid., 10. 
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Dapat dipastikan bahwa adanya pemimpin yang rusak 
menyebabkan terabaikannya pelaksanaan kewajiban-kewajiban 
tersebut. Salah satu penyebab naiknya para pemimpin yang rusak 
adalah karena orang-orang yang shalih membiarkan atau 
meninggalkan sarana pemilu. Dalam kondisi seperti ini 
menggunakan sarana-sarana politik seperti pemilu hukumnya 
menjadi wajib, dan termasuk pada sesuatu yang wajib diadakan 
untuk menyempurnakan pelaksanaan kewajiban (mâ lâ yatim al-
wâjib illâ bihi fa hua wâjib). 
Sarana pemilu dapat mendorong terealisasinya al-dharûriyyât 
(kepentingan) yang memilih para wakilnya yang akan mewakili 
mereka dalam menegakkan dan memelihara al-dharûriyyât al-
khamsah yang disebut juga al-mashâlih al-mursalah (perkara-perkara 
yang bermanfaat dibenarkan oleh syariat). Para ulama sepakat 
dalam penggunaan al-mashâlih al-mursalah sebagai landasan 
hukum dalam perkara-perkara yang sangat urgen, bahkan 
kalangan yang menolak pun menggunakannya dalam al-
dharûriyyât. Adapun batasan al-mashâlih al-mursalah adalah sebuah 
perkara yang masuk dalam keumuman dalil-dalil secara tekstual, 
termasuk di dalamnya pemilihan umum. Tidak ada nash yang 
secara khusus berkaitan dengannya tetapi termasuk dalam 
keumuman firman Allah dalam QS. al-Anfal ayat 60. Pemilihan 
umum merupakan sarana yang efektif untuk merealisasikan 
perkara-perkara yang sangat urgen, sehingga menjadi sangat 
penting untuk diikuti dan diperhatikan.42 
Dalam Islam, sistem demokrasi sebagai sebuah gagasan yang 
mendasarkan pada prinsip kebebasan, kesetaraan dan kedaulatan 
manusia untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan 
publik, maka secara mendasar sejalan dengan Islam. Hal ini, 
paling tidak, tampak dari dua hal: Pertama, pada ajaran Islam 
tentang nilai-nilai kehidupan yang harus dijadikan acuan, yaitu: 1) 
al-musâwâh, atau persamaan derajat kemanusiaan di hadapan 
                                                        
42 Ibid., 51-53. 
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Allah. 2) al-hurriyah, kemerdekaan atau kebebasan berdasarkan 
pertanggungjawaban moral dan hukum, baik di dunia maupun 
akhirat. 3) al-ukhuwwah, persaudaraan sesama manusia sebagai 
satu spesies yang diciptakan dari bahan baku yang sama dan 
terlahir dari bapak ibu yang sama. 4) al-adâlah, keadilan yang 
berintikan kepada pemenuhan hak-hak manusia sebagai individu 
maupun sebagai warga masyarakat. 5) al-syûrâ, di mana setiap 
warga masyarakat berhak atas partisipasi dalam urusan publik 
yang menyangkut kepentingan bersama. 
Kedua, ajaran Islam tentang hak-hak yang harus diusahakan 
pemenuhannya oleh diri sendiri maupun masyarakat yang 
meliputi:  hifz al-dîn (hak beragama/berkeyakinan), hifz al-‘aql (hak 
untuk berfikir), hifz al-nafs (hak hidup), hifz al-‘ird (hak 
mempertahankan nama baik), dan hifdz al-mâl (hak milik individu). 
6) hifz al-nasl (hak untuk memiliki dan melindungi keturunan).43 
Dalam hidup bernegara perlu ada hifz al-ummah (pemeliharan 
persatuan) sebagai bagian dari maqâshid al-syarî’ah. Hal tersebut 
didasarkan pada firman Allah, diantaranya QS. al-Hujurat (49): 10 
“Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan 
bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” 
Terhadap ayat ini M. Quraish Shihab mengatakan, bahwa 
penggunaan kata  ikhwah  dalam arti persaudaraan seketurunan 
ketika berbicara tentang per-saudaraan sesama muslim, dan tidak 
menggunakan kata  ikhwân,  bertujuan untuk mempertegas dan 
mempererat jalinan hubungan antar sesama muslim, seakan-akan 
hubungan itu bukan saja dijalin oleh keimanan (yang dalam ayat 
ini ditunjukkan oleh kata al-mu’minun), melainkan juga seakan- 
akan dijalin oleh persaudaraan seketurunan (yang ditunjukkan 
oleh kata  ikhwah). Sehingga merupakan kewajiban ganda bagi 
orang-orang beriman agar selalu menjalin hubungan persaudaraan 
                                                        
43 Abdul Ghofur, Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka 






Vol. 6. No. 2. Oktober 2016 392 
yang harmonis di antara mereka, dan tidak satupun yang dapat 
dijadikan alasan untuk melahirkan keretakan hubungan. 44 
Hukum yang menjadi panutan masyarakat merupakan cita-
cita sosial yang tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat. 
Cita-cita sosial dengan cara bersandar pada hukum, baik hukum 
yang merupakan norma sosial maupun hukum dalam ajaran yang 
dianut, dan hukum produk penguasa. Setiap keberadaan hukum 
tidak dapat terlepas dari tujuan dan harapan subjek hukum. 
Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya meliputi 
harapan keamanan dan ketentraman hidup tanpa batas waktu. 
Oleh karena itu, manusia berharap pada hal-hal di bawah ini: 
a. Kemaslahatan hidup bagi diri sendiri maupun orang lain. 
b. Tegaknya keadilan, yang bersalah harus mendapat hukuman 
yang setimpal dan yang tidak bersalah mendapat perlindungan 
hukum yang baik dan benar. 
c. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum. Hukum tidak 
pilih bulu atau memilih-milih dan memilah-milah dengan 
alasan berbeda bulu. 
d. Saling kontrol di dalam masyarakat, sehingga tegaknya hukum 
dapat diwujudkan oleh masyarakat sendiri, seperti adanya 
sistem keamanan lingkungan. 
e. Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak 
melebihi batas-batas hukum dan norma sosial. 
f. Regenerasi sosial yang positif dan bertanggungjawab terhadap 
masa depan kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa serta 
bernegara. 
A. Djazuli mengatakan tujuan hukum Islam adalah 
memelihara umat atau hifz al-ummah min jânib al-wujûd. Di dalam 
hubungan antar umat yang dilihat bukan kemaslahatan muslim 
secara individu atau keluarga melainkan kemaslahatan muslim 
secara kelompok. Apabila dipahami secara filosofis pandangan A. 
Djazuli tentang hifz al-ummah min jânib al-wujûd lebih cenderung 
                                                        
44 La Jamaa,” Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani  dalam Maqashid al-Syari’ah”, dalam Asy-Syir’ah, 
dalam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011 “1266-1267. 
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memakai pendekatan politis. Oleh karena itu, ia mengutarakan 
contohnya tentang piagam Madinah dan Perjanjian Hudaibiyah. 
Akan tetapi apabila hifz an-nash dikaji lebih mendalam dapat 
dikatakan pula bahwa hifz al-ummah pada hakikatnya hanya 
sebagian dari hifz an-nash.45 
Berdasarkan maqâshid al-syarî’ah, pemilukada serentak di 
Indonesia sesuai dengan hifz al-ummah untuk 
mempertanggungjawabkan lima hal: hifz al-dîn, hifz al-nafs, hifz al-
aql, hifz al-‘ird, hifz al-mâl. Pemilukada serentak merupakan bagian 
dari demokrasi yang sesuai dengan konsep Islam karena ada asas 
1) al-musâwâh, atau persamaan derajat kemanusiaan di hadapan 
Allah. 2) al-hurriyah, kemerdekaan atau kebebasan berdasarkan 
pertanggungjawaban moral dan hukum, baik di dunia maupun 
akhirat. 3) al-ukhuwwah, persaudaraan sesama manusia sebagai 
satu spesies yang diciptakan dari bahan baku yang sama dan 
terlahir dari bapak ibu yang sama. 4) al-adâlah, keadilan yang 
berintikan kepada pemenuhan hak-hak manusia sebagai individu 
maupun sebagai warga masyarakat. 5) al-syûrâ, di mana setiap 
warga masyarakat berhak atas partisipasi dalam urusan publik 
yang menyangkut kepentingan bersama. 
 
Penutup 
Pemilukada serentak dilaksanakan berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang. 
Berdasarkan maqâshid al-syarî’ah pemilukada serentak 
berkaitan dengan hifz al-ummah untuk mempertanggungjawabkan 
lima hal: hifz al-dîn, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-‘ird, hifz al-mâl. 
Meskipin pemilukada secara langsung yang bersifat serentak 
                                                        
45 Ana Sentia, “Tujuan Hukum Islam”, dalam http://anaitsme.blogspot.co.id/2013/11/tujuan-
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belum ada dalam sejarah pemeritahan Islam, tetapi 
pelaksanaannya di Indonesia sesuai dengan tujuan syariat untuk 
mencapai kemaslahatan hidup bagi diri sendiri maupun orang 
lain, tegaknya keadilan, persamaan hak dan kewajiban dalam 
hukum, dan saling kontrol di dalam masyarakat. 
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